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NEW YORK — Seorang hakim 
Amerika Serikat 
memerintahkan  Yahoo Inc 
untuk menghadapi gugatan 
class action nasional yang 
menuduh perusahaan secara 
ilegal menyadap isi e-mail yang 
dikirim ke pelanggan Yahoo 
Mail dari akun non-Yahoo Mail, 
dan menggunakan informasi 
tersebut untuk meningkatkan 
pendapatan iklan.

Dalam putusannya, Hakim 
Distrik AS Lucy Koh di San 
Jose, California mengatakan 
orang-orang yang mengirim 

e-mail atau menerima e-mail 
dari pelanggan Yahoo Mail 
sejak 2 Oktober 2011 bisa 
menuntut di bawah Store 
Communications Act federal 
untuk dugaan pelanggaran 
privasi.

Seperti dikutip dari Reuters, 
Kamis (28/5), dia juga 
mengatakan  class action dari 
pelanggan non-Yahoo Mail di 
California sejak 2 Oktober 
2012 bisa menuntut secara 
berkelompok. Pihak Yahoo 
belum mau berkomentar atas 
perkara itu. (Reuters/wun)

YAHOO HADAPI CLASS ACTION DI AS KESEPAKATAN JPMORGAN DISETUJUI
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 � KEPAILITAN MANDALA AIRLINES

SAN FRANCISCO — 
Penyelesai an perkara 
JPMorgan Chase & Co dengan 
dana pensiun senilai US$500 
juta telah disepakati hakim. 
kasus itu terkait dengan Bear 
Stearns yang menjual produk 
sekuritas berbasis mortgage.

Dalam perkara ini Bear 
Stearns, diakuisisi oleh 
JPMorgan pada 2008, dituduh 
mengeluarkan US$17,6 miliar 
produk sekuritas cacat.

Hakim Distrik AS Laura 
Taylor Swain di Manhattan 
pada Rabu (28/5) menyetujui 

persyaratan penyelesaian 
serta rencana alokasi dana. 
Disepakati pula dana US$81 
juta untuk biaya pengacara. 

Dia menyatakan perjanjian 
tersebut sudah adil, wajar dan 
memadai, serta memenuhi 
kepentingan terbaik para 
penggugat class action.

Dana itu akan dialokasikan 
untuk sejumlah kelompok dana 
pensiun  yang dipimpin Public 
Employees’ Retirement 
System of Mississippi dan New 
Jersey Carpenters Health 
Fund. (Bloomberg/mtb)

PENGGUGAT JOKOWI TAMBAHKAN BUKTI
JAKARTA — Pihak yang 

mengatasnamakan Trisaksi 
dan Nawacita bersikukuh 
gugat an warga negara 
melawan  Presiden RI Joko 
Widodo dan PT Freeport 
Indonesia bisa diterima 
pengadilan .

Kuasa hukum penggugat M. 
Said telah menambahkan tiga 
yurisprudensi  baru ke dalam 
berkas gugatannya. Penggugat 
terdiri dari Arief Poyuono, 
Haris Rusly, Kisman Latumaki-
lata, dan Iwan Sumule.

“Semua individu WNI yang 

mengerti hukum maupun tidak 
(dapat diwakili), bisa mengaju-
kan  gugatan kepada pemerin-
tah atau institusinya yang ter-
bukti melakukan pelang gar an,” 
kata Said, Kamis (28/7).

Yurisprudensi yang diajukan 
adalah gugatan atas nama 
Munir atas penelantaran 
negara  terhadap TKI migran 
yang dideportasikan di 
Nunukan yang diputus pada 8 
Desember 2003. Da  lam kasus 
ini majelis menya takan CLS 
dapat diperiksa di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat. (Bisnis/rsp)

Rio Sandy Pradana
rio.sandy@bisnis.com 

Pada rapat kreditur Kamis 
(28/5), pihak komisaris kembali 
tidak menghadiri rapat kreditur 
dengan agenda pencocokan ta -
gih an tersebut. Kedua komisaris 
yak ni Budi Priyantoro dan Ha ria-
di Su  pangkat sudah diundang, 
tetapi tidak memberikan respons.

Pihak yang mewakili debitur 
da   lam rapat tersebut hanya 
Ham  dan yang menjabat Kepala 
Ke  uangan Mandala. Komisaris 
menjadi satu-satunya pihak yang 
ber kompeten untuk bertang-
gung ja wab setelah ditinggal Di -

rektur Utama Paul Rombeek dan 
pemegang sahamnya.

Pada rapat kreditur kemarin, 
Ku rator PT Mandala Airlines te -
lah mengakui tagihan kantor 
pa  jak senilai setengah triliun 
dan memasukkan ke dalam daf-
tar tagihan tetap.

“Terkait dengan pembahasan 
tagihan pajak ini perwakilan de -
bitur harus mengantongi surat 
kua sa,” ujar Titik.

Dia beralasan surat kuasa ter-
sebut menjadi bukti yang sah 
dan mengikat untuk menunjuk-
kan prinsipal debitur benar-be-
nar konsisten. Jangan sampai 
ta  gihan pa  jak tidak diakui di 
masa menda tang karena tidak 
adanya surat kuasa langsung.

Melalui surat kuasa, pihaknya 
le bih mengutamakan prinsip ke -
hati-hatian untuk melindungi 
ke    pentingan kreditur maupun 
debitur. Adapun, tagihan lain 
bukan pajak tidak bisa diverifi-
kasi karena Hamdan tidak mem-
punyai su rat kuasa.

Selain berisiko menghambat 

pro  ses verifikasi tagihan, keti-
dak   hadiran prinsipal debitur, 
akan membuat kinerja kurator 
bisa ku  rang maksimal. “Kalau 
ki ta panggil sebanyak tiga kali 
lagi belum juga hadir berarti 
mencerminkan iktikad tidak 
baik nya,” ujarnya.

Sementara itu, kurator PT 
Man  da la Airlines Anthony Huta-
pea me  ngatakan tagihan pajak 
sebesar Rp504,27 miliar sudah 
diverifikasi dan diakui. Bahkan, 
tagihan tersebut sudah dikuat-
kan melalui bentuk penetapan 
hakim pengawas.

“Tidak ada alasan lagi bagi ku -
rator untuk menolak tagihan ter-
sebut,” kata Anthony seusai ra -
pat kreditur.

Pihak debitur diketahui telah 
me ngurungkan niatnya untuk 
meng ajukan renvoi procedure 
yang sebelumnya menolak un -
tuk mengakui tagihan pajak. 
Mandala juga tidak mengajukan 
nominal angka tagihan pajak 
versi mereka.

Mengacu pada Pasal 127 ayat 
1 Undang-undang No. 37/2004 
tentang Kepailitan dan PKPU, 
jika terdapat perbedaan pendapat 
an  tara debitur dengan kreditur, 
per selisihan dalam diselesaikan 
me  la lui forum pengadilan yang 
disebut dengan prosedur renvoi 
atas perintah dari hakim penga-
was, bi  lamana hakim pengawas 
tidak dapat mendamaikan kedua 
belah pihak.

Kedua komisaris Mandala me -

no lak untuk bertanggung jawab 
selama proses kepailitan peru sa-
ha an maskapai tersebut yang 
tengah berjalan dan mengalih-
kan kepada direktur utama. Me -
reka juga bersikukuh piutang 
yang diajukan oleh kantor pajak 
tidak tercantum dalam laporan 
keuangan perusahaan. 

PERDAMAIAN VISINDO
Dalam perkara lain, perusaha-

an percetakan PT Visindo Arta 
Printing terancam pailit lantaran 
perjanjian perdamaian dengan 
para krediturnya terancam diba-
tal kan atas permohonan Bank 
Resona Perdania.

Kuasa hukum pemohon John 
Her man mengatakan permo-
honan pembatalan perdamaian 
tersebut diajukan karena termo-
hon telah lalai untuk memenuhi 
kewajibannya. Visindo tidak 
membayar cicilan tagihannya.

“Tagihan kami sebesar Rp80 
miliar yang berasal dari pembe-
rian fasilitas kredit untuk keper-
luan usahanya,” kata John kepa-
da Bisnis, Rabu (27/5).

Dia menambahkan pembayar-
an yang dilakukan oleh termo-
hon dijadwalkan hingga 2020 
sesuai perjanjian perdamaian 
yang disahkan sejak 31 Desember 
2013. Namun, kliennya sudah 
ti dak mendapatkan cicilan pem-
bayaran sejak November 2014.

Pemohon sudah melayangkan 
surat peringatan sebanyak tiga 
kali, tetapi pemohon tidak mem-

berikan respons positif. Jika 
demi kian, termohon bisa dipail-
itkan oleh para krediturnya ter-
masuk pemohon.

Pihaknya berharap permo-
honan tersebut dikabulkan oleh 
ma jelis karena debitur sudah 
tidak memiliki kemampuan 
un tuk menjalankan usahanya. 
Terlebih saat ini prinsipal debitur 
sudah dipenjarakan di Rutan 
Cipinang oleh kreditur lainnya.

John siap untuk memberikan 
seluruh bukti dokumen dalam 
persidangan guna membuktikan 
dalil permohonannya. “Kami ini 
perusahaan perbankan yang ha -
rus bertanggung jawab kepada 
na sabah maupun pemegang sa -
ham.”

Menanggapi permohonan ter-
sebut, kuasa hukum Visindo 
Ber ty S. Mantiri mengaku baru 
mendapatkan surat kuasa dan 
membaca berkas permohonan. 
Pihaknya juga belum memper-
siapkan jawaban.

“Saya masih harus bertanya 
kepada prinsipal dulu. Kami 
juga belum resmi memberikan 
jawaban,” kata Berty.

Perusahaan percetakan asal 
Ja karta Barat tersebut dimohon-
kan penundaan kewajiban pem-
bayaran utang (PKPU) oleh salah 
satu krediturnya PT Tifa Finance 
Tbk. pada pertengahan Juli 
2013. 

Perkara itu akan dilanjutkan 
pada pekan depan dengan agen-
da jawaban dari termohon. 

Verifikasi Tagihan Berisiko Terhambat
JAKARTA — Hakim pengawas kepailitan PT 

Mandala Airlines Titik Tedjaningsih 
menyayangkan  ketidakhadiran prinsipal 

debitur  yang berisiko menghambat proses 
verifikasi tagihan.

 �Pihak komisaris  
kembali  tidak 
menghadiri  rapat 
kreditur . 

 �Kurator menyatakan  
tagihan pajak 
Rp504,27 miliar 
sudah diverifi kasi dan 
diakui.

 � PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

JAKARTA — Komisi Pe -
ngawas Persaingan Usaha 
(KPPU) mengharapkan 
den   da maksimal bagi pe -
lang garan atas Undang-
undang No. 5/1999 ten-
tang Larangan Praktek 
Mo nopoli dan Praktik Usa-
ha Tidak Sehat bisa dinaik-
kan tahun ini.

Kepala Biro Hukum, Hu -
mas dan Kerja Sama KPPU 
Mohammad Reza mengata-
kan pihaknya sudah diun-
dang oleh legislator untuk 
dimintai pendapat terkait 
de ngan amandemen UU 
tersebut. “Kami harapkan 
tahun ini sudah bisa ketok 
palu,” ujarnya kepada Bis-
nis, Rabu (28/5).

KPPU sudah menyampai-
kan kepada DPR agar da -
lam amandemen, nilai den-
da mak simal atas pe  lang-
garan terhadap undang-
undang di  naikkan menjadi 
Rp100 miliar hingga Rp500 
miliar. Hal ini menurutnya 
untuk memberi efek jera 
kepada pelaku bisnis yang 
melakukan persaingan ti -
dak sehat.

Seperti diketahui, saat 
ini denda maksimal bagi 
pelanggaran terhadap UU 
No. 5/1999 adalah senilai 
Rp25 miliar. “Bagi perusa-
haan raksasa, denda senilai 
ini mungkin dianggap cu -

kup kecil dibandingkan ke -
untungan yang didapatnya 
dari praktik monopoli yang 
telah dilakukan,” katanya.

KPPU juga berendapat 
bah wa tidak perlu mencan-
tumkan denda minimal. 
Yang berlaku saat ini ada-
lah denda minimal Rp1 
mi liar. “Kalau ada perusa-
haan kecil yang terbukti 
me   lakukan kecurangan 
ten der, bisa bangkrut itu.” 

Amandemen UU ter-
sebut sudah masuk da  lam 
Program Legislasi Na  sional 
(Prolegnas) dan men jadi 
usulan dari komisi VI. 

Selain menaikkan denda, 
KPPU juga meminta agar 
di berikan kewenangan un -
tuk menggeledah, menyita, 
dan menyadap para pemain 
kartel.

Saat ini, amandemen UU 
No. 5/1999 itu masih digo-
dok oleh Komisi VI DPR 
RI. Salah satu anggota DPR 
da ri fraksi Golkar yang se -
belumnya memimpin ko -
misi VI Airlangga Sutarto 
mengatakan penggodokan 
UU tersebut masih dalam 
tataran internal komisi VI.

“Tahun ini mestinya su -
dah bisa ketok palu, tapi 
sampai saat ini ma sih di -
godok secara internal oleh 
komisi, belum ada sidang 
paripurna,” (Wan Ulfa N.Z.)

KPPU Minta Denda
Maksimal Naik




